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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG

PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS DI KABUPATEN PASURUAN

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

. bahwa Tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan

masyarakat yang menimbulkan kesakitan, kecacatan, dan
kematian, serta berdampak pada produktivitas dan
kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu penanggulangan
secara komprehensif dan terintegrasi;

. bahwa untuk percepatan pengendalian dan pemberantasan

Tuberkulosis menuju eliminasi penyakit Tuberkulosis Tahun
2030, perlu dilakukan penanganan secara efektif, efisien dan
berkesinambungan dari Pemerintah Daerah, Fasilitas
Pelayanan Kesehatan, Organisasi Profesi, Lembaga Swadaya
Masyarakat, Organisasi Kemasyarakatan dan seluruh
lapisan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten
Pasuruan;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita
Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);











































BAB XV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 35

(1) Bupati memberikan sanksi administrasi kepada Rumah Sakit, Puskesmas dan
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1).

(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa teguran
tertulis.

(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan paling banyak
3 (tiga) kali.

(4) Apabila teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dihiraukan
maka akan dilakukan pencabutan izin dan/atau sanksi administratif lainnya
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 22 November 2024
Pj. BUPATI PASURUAN,

ttd.

NURKHOLIS
Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 22 November 2024
SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024 NOMOR 33





